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BAB I 

PENDAHULUAN 

    

   

1.1 Latar Belakang  

Kebijakan Umum APBD yang kemudian disebut dengan KUA adalah pokok- 

pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan nasional untuk 

selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD. KUA memiliki peran 

penting dalam siklus penganggaran pemerintah daerah karena fungsinya digunakan 

sebagai pedoman dan arahan penyusunan APBD sebelum disusunnya Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

Penyusunan KUA ini merupakan tindak lanjut dari amanat pasal 89 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS 

berdasarkan RKPD dengan Mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD. 

Pemerintah Kota Ternate telah Menyusun RKPD Tahun Anggaran 2025 dan telah 

ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor : 19 Tahun 2024 Tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan 

tersebut, Pemerintah Kota Ternate menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun 

Anggaran 2025, sebagai landasan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2025. 

KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan Pendapatan Daerah, 

kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah dan strategi 

pencapaiannya. Kebijakan Umum Daerah yang menjadi pedoman dan ketentuan 

dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat menjembatani 

antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. 
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Rancangan KUA dan Rancangan PPAS ini kemudian disampaikan oleh Kepala 

Daerah ke DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. 

Hasil kesepakatan ini akan dituangkan melalui nota kesepakatan yang ditandatangani 

oleh Kepala Daerah dan DPRD. Hal tersebut sesuai dengan amanat dari pasal 90 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah. KUA dan PPAS yang telah disepakati tersebut akan menjadi pedoman bagi 

perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) SKPD. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan   

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 

adalah sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 yang disesuaikan dengan kemampuan 

keuangan daerah.   

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah memuat antara lain:   

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025 bertujuan :   

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan Program dan 

kegiatan Tahun Anggaran 2025;  

2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar SKPD, antar 

stakeholder pembangunan;  

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS) APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2025;  

4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro 

ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran 

perencanaan pembangunan tahun 2025.  
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1.3 Dasar Hukum   

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 ini, 

berpedoman kepada beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai 

rujukan, antara lain:    

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kota Ternate ;   

2. Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851);   

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);   

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);   

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587);   

6. Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005‐2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700);  

7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757);   
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);   

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);    

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);    

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);    

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057);    

14. Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah   

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan 

Nasional; 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor   77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah;  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan 

Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari APBD; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil 

verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan 

nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;            

20. Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Ternate 

Tahun 2021 Nomor 210);  

21. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor : 11 tahun 2023 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 

Kota Ternate Tahun 2023 Nomor : 230);  

22. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor : 19 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daearah Kota Ternate Tahun 2024 

Nomor : 581).   
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BAB II 

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 

     

2.1.  Arah Kebijakan Ekonomi Daerah  

Arah kebijakan pembangunan daerah merupakan pedoman untuk merumuskan 

prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan 

melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. 

Keberhasilan pembangunan daerah adalah keberhasilan dari pencapaian semua 

prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan 

dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.  

Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, 

inovatif dan kreatif merupakan salah satu misi RPJMD 2021- 2026. Misi itu dimaknai 

sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan daya saing pariwisata guna memacu 

pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Lebih lanjut, sisi ini 

juga dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas agar rakyat lebih 

menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, 

mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta 

membangkitkan daya saing agar makin kompetitif. Pelaksanaan upaya mencapai misi 

tersebut membutuhkan arah kebijakan ekonomi daerah yang tepat. Selanjutnya, 

upaya untuk mewujudkan misi tersebut berangkat dari keadaan perekonomian Kota 

Ternate terkini dan analisis kinerja perekonomian dari beberapa indikator ekonomi.  

Pemerintah Daerah berharap bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 

Ternate  Tahun 2025 menjadi momentum pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 

dan semakin adil. Untuk itu, dalam RKPD Kota Ternate Tahun 2025 ditetapkan tema 

“Pelestarian Cagar Budaya dan Entitas Keragaman Sosial Budaya serta Mitigasi 

Kebencanaan untuk Pengembangan Ruang Kota Ternate yang Mandiri dan 

Berkeadilan”. Pemerintah daerah juga berharap agar fokus pada prioritas daerah dan 

membangun sinergi antara APBN dan APBD.  
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Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2021-2026, fokus 

utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan prioritas 

daerah yakni:   

1. Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya.  

2. Membangun dan Menghidupkan Entitas Keragaman Sosial Budaya Masyarakat.   

3. Literasi dan Mitigasi Kebencanaan.  

4. Pengembangan Kota Sebagai Pusat Informasi dan Konsolidasi Barang/Jasa.  

5. Revitalisasi dan Penataan Pola Ruang Kota Yang Berkelanjutan.  

  

Selain itu, tahun 2025 Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah 

dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2025 dan diwujudkan 

dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, 

dan berpihak kepada masyarakat. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa 

menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan 

perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka 

kemiskinan.  

  

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto 

seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu 

negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode 

tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau 

non-residen. Data pendapatan nasional merupakan salah satu indikator makro 

yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa data pendapatan dapat digunakan untuk 

analisis ekonomi suatu wilayah, yang meliputi: (a) PDRB harga berlaku 

(nominal),   untuk     menunjukkan   kemampuan  sumber  daya  ekonomi   yang      
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dihasilkan suatu wilayah; (b) PDRB harga konstan (riil), untuk menunjukkan laju 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke 

tahun; (c) distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha, 

menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi 

dalam suatu wilayah; (d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku 

menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk; dan (e) PDRB per kapita 

atas dasar harga konstan, untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per 

kapita penduduk.  

  

Gambar 2.1.1  

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar 

Harga Berlaku (ADHB) Kota Ternate (milyar rupiah) Tahun 2019-2023  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

       Sumber: PDRB Kota Ternate Menurut Lapangan Usaha  2019-2023  

Nilai PDRB Ternate atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 13,6 

triliun rupiah. Secara nominal PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,3 triliun 

rupiah dari tahun 2022. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya 

produksi di seluruh Lapangan Usaha dan adanya inflasi.  

Berdasarkan harga konstan, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 7,73  

triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 8,117 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal 

ini menunjukkan bahwa selama tahun 2023 Kota Ternate mengalami 

pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen.  
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Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian KotaTernate 

didominasi oleh lima kategori Lapangan Usaha, yaitu: Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan; Informasi 

dan Komunikasi; dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Hal ini dapat dilihat dari 

peranan masing-masing Lapangan Usaha terhadap pembentukan PDRB Kota 

Ternate.  

Peran terbesar dalam pembentukan PDRB ADHB  Kota Ternate Tahun 2022 

dihasilkan oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor, dengan kontribusi sebesar 3,545 triliun atau 25,93%. 

Selanjutnya Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,271 triliun atau sebesar 16,61%, disusul oleh 

Transportasi dan Pergudangan sebesar 2,157 triliun atau 15,78%. Berikutnya 

Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 1.084 triliun (7,93%) dan 

Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,059 triliun (7,75%).  

  

2.1.2  Pertumbuhan Ekonomi  

 Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat 

kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi 

dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK tahun yang bersangkutan terhadap 

tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai 

pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha 

kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan 

keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada 

akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan.  

Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia 

terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru 

yang terjadi, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam 

agenda pembangunan dapat terlaksana.   
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Berdasarkan angka perkiraan, laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate pada 

tahun 2023 menurun dibanding laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Pada 

tahun 2022, perekonomian Kota Ternate sebesar 5,31 persen (angka sementara), 

dan menjadi 5,00 persen (angka sangat sementara) di tahun 2023. Angka 

perkiraan ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate 

menurun.    

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan 

pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan 

ekonomi yang terjadi.  

Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan 

pembangunan daerah.    

Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2023 dicapai oleh Lapangan Usaha 

Perdagangan besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 

10,72 persen. Pertumbuhan tertinggi kedua adalah Sektor Transportasi dan 

Pergudangan mencapai 6,81 persen disusul Lapangan Usaha Real Estat sebesar 

6,43 persen. Dari 17 Lapangan Usaha ekonomi yang ada, hampir semua 

mengalami pertumbuhan yang positif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

  

Gambar 2.1.2  

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi 

Kota Ternate dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 

 

                        

 

 
 

                Sumber: Provinsi Maluku Utara dalam  Angka 2024   

  

2.1.3  Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)  

Pendapatan perkapita ADHB merupakan turunan dari PDRB ADHB. 

Pendapatan perkapita ADHB dapat dimaknai sebagai besarnya pendapatan yang 

diterima oleh setiap penduduk kota Ternate selama 1 (satu) tahun. Pendapatan 

perkapita dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan suatu wilayah. 

Secara matematis, pendapatan perkapita dihitung berdasarkan hasil bagi antara 

PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dapat dikatakan bahwa 

pendapatan perkapita sangat erat kaitannya dengan jumlah penduduk.   

Berdasarkan angka perkiraan, pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku di 

Kota Ternate tahun 2022 rata-rata sebesar 59,52 juta rupiah per tahun, sedangkan 

pendapatan perkapita ADHB Kota Ternate 2021 rata-rata sebesar 53,3 juta rupiah 

per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Kota Ternate 

meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022.   
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2.1.4  Inflasi  

Tingginya pendapatan perkapita masyarakat Ternate, terkadang juga 

menjadi masalah perekonomian di Kota Ternate, salah satunya adalah inflasi. 

Pendapatan masyarakat yang tinggi, secara langsung berdampak pada 

meningkatnya kemampuan masyarakat untuk konsumsi barang dan jasa. 

Terkadang, tingginya tingkat konsumsi masyarakat Kota Ternate tidak diimbangi 

dengan persediaan barang dan jasa yang dikonsumsi akan berdampak pada 

kenaikan harga barang dan jasa tersebut. Kenaikan harga-harga barang dan jasa 

yang dikonsumsi oleh masyarakat menyebabkan terjadinya inflasi.  

Menurut konsep BPS, inflasi merupakan naiknya harga barang dan jasa secara 

umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak 

dapat disebut inflasi, kecuali bila naiknya bersifat meluas atau berpengaruh 

terhadap kenaikan barang lainnya. Selain itu, kenaikan harga barang dan jasa 

juga dapat menyebabkan mata uang rupiah terdepresiasi (penurunan nilai riil mata 

uang). Dengan demikian, inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata 

uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Besarnya inflasi suatu daerah 

dapat digambarkan dengan perkembangan indeks harga implisit PDRB 

(perbandingan harga berlaku dengan harga konstan) setiap tahun dan Indeks 

Harga Konsumen (IHK).  

Pada tahun 2023, Kota Ternate mengalami Inflasi sebesar 4,41 persen. Inflasi 

tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2022 yang 

tercatat sebesar 3,70 persen. Jika dilihat perkembangan inflasi secara bulanan di 

tahun 2023, Kota Ternate mengalami inflasi sebanyak sembilan kali dan 

mengalami deflasi sebanyak tiga kali. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari 

sebesar 1,85. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 1,26 

persen. Inflasi tertinggi sebesar 1,85 persen terjadi pada Bulan Februari 2023 

dipicu kenaikan harga beberapa jenis ikan segar, angkutan udara, kangkung, 

beras, dan rokok kretek filter. 
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Berdasarkan kelompok pengeluaran, perkembangan inflasi secara bulanan pada 

tahun 2023, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,37 persen; 

kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,29 persen; kelompok perumahan, air, 

listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01 persen; kelompok 

perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,27 

persen; kelompok kesehatan sebesar 0,00 persen; kelompok transportasi sebesar 

0,38 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,00 

persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,00 persen; kelompok 

pendidikan sebesar 0,02 persen; kelompok penyedia makanan dan 

minuman/restoran sebesar 0,00 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa 

lainnya sebesar 0,30 persen.  

Berdasarkan besarnya sumbangan/andil terhadap inflasi tahun 2023, 

sumbangan/andil masing-masing kelompok, yaitu: kelompok makanan, minuman, 

dan tembakau sebesar 1,54 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 

persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 

0,00 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah 

tangga sebesar 0,01 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,00 persen; kelompok 

transportasi sebesar 0,05 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa 

keuangan sebesar 0,00 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 

0,00 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,00 persen; kelompok penyedia 

makanan dan minuman/restoran sebesar 0,00 persen; dan kelompok perawatan 

pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,02 persen.  
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Gambar 2.1.4  

Perkembangan Inflasi Kota Ternate dan Nasional  

Tahun 2019 -2023  

 

                            Sumber: BPS Kota Ternate, 2024  
  

2.1.5  Ketenagakerjaan  

Kemajuan perekonomian suatu daerah ditandai pula dengan kemampuan 

pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja baru, karena salah satu 

indikator sosial untuk mengukur keberhasilan dalam hal kesejahteraan 

penduduk adalah indikator ketenagakerjaan. Permasalahan penting dalam 

bidang ketenagakerjaan selain keadaan tenaga kerja dan struktur 

ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran yang selama ini dihadapi. Dari 

sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar 

tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan 

lapangan kerja yang relatif terbatas tidak mampu menyerap pencari kerja yang 

senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah 

penduduk.  

Pada tahun 2022, TPT Kota Ternate sebesar 5,77 persen meningkat menjadi 

6,62 di tahun 2023. Angka ini memiliki makna bahwa dari 100 penduduk 

angkatan  kerja,  terdapat  6,62  penduduk  atau  sekitar  6-7  penduduk  yang 
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menganggur. Sementara itu TPAK kota ternate di tahun 2023 sebesar 58,9 

persen dan ditahun 2022 sebesar 57,15 persen. Untuk lebih jelas 

perkembangan dapat dilihat di gambar di bawah.  

    

Gambar 2.1.5  

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Ternate dan Provinsi Maluku 

Utara Tahun 2019-2023  

                        

                       Sumber: BPS Kota Ternate, 2024   

  

Gambar 2.1.6 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Ternate dan                       

Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023  

 

                 Sumber: Provinsi Maluku Utara dalam Angka 2024   
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2.1.6  Kemiskinan  

Menurut BPS, Persentase penduduk miskin (Head Count Index-) 

merupakan persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). 

Sementara itu, Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis 

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis 

Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum 

makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket 

komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-

padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, 

buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) 

adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan 

kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis 

komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.  

Rentang 2019-2023, jumlah penduduk miskin Kota Ternate mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2022 sebanyak 7,54  ribu jiwa penduduk 

mengalami penurunan di tahun 2023 sebanyak 8,36 ribu jiwa penduduk. 

Perkembangan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 2.1.7  

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (ribu) di Kota Ternate Tahun 

2019-2023  

 

             Sumber: Kota Ternate dalam Angka 2024   
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Gambar 2.1.8  

Persentase Penduduk Miskin di Kota Ternate Tahun 2019-2023  

  

 

                      Sumber: Kota Ternate dalam Angka 2024   

 

2.2 . Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun. Menurut 

Pasal 1 Undang-Undang tersebut, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah 

yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran 

yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran 

yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun 

Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

Agar APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan 

kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan Daerah. Arah kebijakan berisi 

uraian Tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam 

mengelola Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Tujuan 

utama kebijakan keuangan Daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) 

keuangan Daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. 
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Pada Tahun 2025, kebijakan keuangan Daerah difokuskan pada kebijakan yang 

memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada Pendapatan Asli 

Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kondisi 

Fiskal Pemerintah Kota Ternate sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah memiliki 

Rasio Kapasitas Fiskal Daerah hanya 1,159 termasuk dalam kategori kapasitas fiskal 

daerah rendah, jika dibandingkan dengan Kota dan Kabupaten lain yang ada di 

Provinsi Maluku Utara.  Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis dalam 

hal kebijakan pendapatan sehingga di tahun 2025 diharapkan Rasio Kapasitas Fiskal 

Daerah Kota Ternate bisa mengalami peningkatan sehingga bisa dikategorikan 

Kapasitas Fiskal Daerah yang  tinggi.  Kebijakan Belanja Daerah juga difokuskan pada 

belanja untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 

serta belanja untuk memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang sifatnya wajib dan 

mengikat. Sedangkan kebijakan pembiayaan pembangunan Daerah yang terdiri dari 

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap 

menjaga stabilitas fiskal Daerah sehingga pembangunan Daerah dapat berjalan 

berkesinambungan. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip 

akuntabilitas, transparansi, kepatutan dan kewajaran, efisien serta efektif. 
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BAB III 

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN  RANCANGAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN  BELANJA DAERAH 

(RAPBD) 
 

3.1.  Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN Tahun 2025 

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju 

perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh 

konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung 

akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan 

tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. 

Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang 

lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga 

memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi 

diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan 

reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya 

saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan 

investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, 

kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan 

produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk 

ekspor Indonesia di pasar internasional.   

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang 

sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu 

didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang 

terjangkau. Inflasi volatile food juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, 

didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. 

Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat 

memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). 

Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor 

pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.  
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Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus 

berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar 

tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat 

terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. 

Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri 

diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan 

meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan 

akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut 

mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari 

pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal 

ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik 

juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi 

daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan 

mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 

diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.  

Kondisi suku bunga tinggi (high for longer) The Fed diperkirakan berlanjut 

hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN 

sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika The Fed menurunkan suku 

bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti 

saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, 

fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih 

rendah dan cenderung memiliki spread tipis terhadap Timur Tengah, kondisi ekonomi 

global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih 

mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di 

tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi 

demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari 

Tiongkok.   
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Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, lifting minyak dan gas pada tahun 

2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi lifting minyak 

diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya 

produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan 

sumur minyak baru. Di sisi lain, lifting gas diproyeksikan mengalami peningkatan 

seiring mulai beroperasinya  
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US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang prudent diharapkan akan 

meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SBN di kisaran 6,9-7,3 persen 

pada tahun 2025.  

ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 

2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih 

dipengaruhi oleh dinamika geopolitik sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan 

produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang 

masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan enhance oil recovery. 

Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan 

regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan fiscal terms dan revisi plan 

of development beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai 

upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas 

bumi masing-masing diperkirakan 580 - 601 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 – 

1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.  

3.2.  Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD  

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2025 menjadi 

acuan Pemerintah Kota Ternate dalam menentukan asumsi APBD Tahun Anggaran 

2025. Terdapat beberapa asumsi yang digunakan yaitu : laju inflasi, pertumbuhan 

ekonomi, tingkat kemiskinan serta asumsi lainnya yang berkaitan dengan alokasi 

anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, alokasi dana BOS, alokasi fungsi 

pendidikan, alokasi fungsi Kesehatan , alokasi untuk penguatan pengawasan internal 

dan pengalokasian dan kelurahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

Beberapa asumsi makro sebagai pertimbangan dalam penyusunan APBD Tahun 

Anggaran 2025 dijelaskan di bawah ini. 

3.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Ternate pada tahun 2019-2023 

kecenderungan Fluktuatif ini diakibatkan oleh dampak covid 19 ditahun 2020.  
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Pada tahun 2019,   Laju Pertumbuhan   Ekonomi (LPE) Kota Ternate  mencapai 

8,00 % dan di tahun 2020 mengalami kontaksi sebesar 1,61 %,  pada tahun 2021 

mengalami  peningkatan sebesar 2,58%  dan ditahun 2022 mengalami 

peningkatan sebesar 5,32% sedangkan di tahun 2023 mengalami penurunan 

sebesar 5,00%.  

Di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi per sektor menunjukkan bahwa semua 

sektor memiliki pertumbuhan yang positif, Pada tahun 2023 hanya empat sektor 

mengalami pertumbuhan dengan angka di atas 5 persen, yaitu pada sektor: (a) 

Pertambangan dan Penggalian  sebesar 5,24 % (b) Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  sebesar 10,72 %; (c) Transportasi 

dan Pergudangan sebesar 6,81 %; (d) Real Estate sebesar 6,43 %. 

Pertumbuhan ekonomi per sektor Kota Ternate tahun 20192023 ditunjukkan 

dalam Tabel di bawah.   

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan 

pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan 

ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur 

keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun 

ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.  
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                                                    Tabel 3.2.1  

         Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Ternate    

                                              Tahun 2019-2023 

 

 

 

 Lapangan 

Usaha  

2019  2020  2021  2022**  2023**  

A  

Pertanian, 

Kehutanan dan 

Perikanan  

7,28  4,72  4,88  3.42  4,35  

B  Pertambangan 

dan Penggalian   

9,91  -0,13  0,10  7,40  5,24  

C  Industri 

Pengolahan  

1,50  -7,56  -

10,67  

3,71  3,25  

D  Pengadaan Listrik 

dan Gas  

7,37  4,24  7,06  5,91  4,72  

E  

Pengadaan Air, 

Pengelolaan  

Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang  

5,38  7,90  5,38  4,94  3,40  

F  Konstruksi  9,15  1,48  1,82  3,64  2,35  

G  

Perdagangan 

Besar dan Eceran,  

Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor  

9,46  -8,93  1,39  6,23  10,72  

H  Transportasi dan 

Pergudangan  

7,06  -

20,75  

0,04  16,41  6,81  

I  

Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum  

7,79  -5,52  6,42  4,75  1,20  
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J  Informasi dan 

Komunikasi  

10,45  9,97  8,29  6,85  1,36  

K  Jasa 

Keuangan 

dan Asuransi  

5,27  8,89  9,58  2,24  4,41  

L  Real Estate  7,44  -5,01  2,35  1,38  6,43  

M,N  Jasa 

Perusahaan  

6,37  -3,66  9,31  5,01  1,01  

O  Administrasi 

Pemerintahan,  

7,93  12,53  1,40  0,31  1,32  

Lapangan Usaha  2019  2020  2021  2022**  2023**  

 Pertahanan 

dan Jaminan 

Sosial Wajib  

     

P  Jasa 

Pendidikan  

4,56  3,40  0,77  2,04  2,40  

Q  

Jasa 

Kesehatan 

dan Kegiatan 

Sosial  

8,76  8,59  3,84  0,76  3,95  

R,S,T,U  Jasa Lainnya  9,74  2,02  2,51  4,33  2,02  

Produk Domestik 

Regional Bruto  
8,00  -1,61  2,58  5,32  5,00  

                      Sumber: Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2024  

   

3.2.2  Struktur Ekonomi   

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Ternate tidak bergeser 

dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor, Transportasi dan Pergudangan, serta Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, yang terlihat dari peranan setiap tahunnya 

terhadap pembentukan PDRB Kota Ternate selama lima tahun. Peranan terbesar 

pada struktur perekonomian tahun 2023 adalah pada lapangan usaha 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni 25,93 

% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yakni 24,94%, kemudian diikuti 
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 lapangan  usaha  Administrasi  Pemerintahan,   Pertahanan  dan  Jaminan  Sosial  

Wajib sebesar 16,61 % mengalami  penurunan dibandingkan tahun 2022 yakni 

sebesar 17,35 % dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 

15,78% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yakni 14,81%. 

Sementara peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 8 persen. Struktur 

ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan 

terlihat pada berikut.  

 

 

                                                  Tabel 3.2.2.  

         Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB 

                         Kota Ternate Tahun 2019-2023 (persen) 

  

 Lapangan 

Usaha  

2019  2020  2021  2022**  2023**  

A  Pertanian, 

Kehutanan dan 

Perikanan  

3,81  4,11  4,27  4,26  4,40  

B  Pertambangan 

dan Penggalian   

0,07  0,08  0,07  0,08  0,07  

C  Industri 

Pengolahan  

2,90  2,70  2,33  2,29  2,28  

D  Pengadaan Listrik 

dan Gas  

0,14  0,15  0,15  0,15  0,14  

E  

Pengadaan Air, 

Pengelolaan 

Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang  

0,07  0,07  0,08  0,07  0,07  

F  Konstruksi  6,99  7,22  7,48  7,36  7,12  

G  

Perdagangan 

Besar dan Eceran, 

Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor  

26,55  24,91  24,57  24,94  25,93  
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H  Transportasi 

dan 

Pergudangan  

16,67  13,15  12,85  14,81  15,78  

I  

Penyediaan 

Akomodasi 

dan Makan 

Minum  

1,08  1,04  1,06  1,01  0,92  

J  Informasi dan 

Komunikasi  

7,57  8,23  8,56   8,30  7,93  

K  Jasa 

Keuangan 

dan Asuransi  

6,68  7,35  8,10  8,10  7,75  

L  Real Estate  0,23  0,23  0,22  0,21  0,20  

M,N  Jasa 

Perusahaan  

0,74  0,75  0,80  0,81  0,77  

O  

Administrasi 

Pemerintahan,  

Pertahanan 

dan Jaminan 

Sosial Wajib  

16,37  18,96  18,44  17,35  16,61  

Lapangan Usaha  2019  2020  2021  2022**  2023**  

P  Jasa 

Pendidikan  

4,92  5,30  5,25  4,87  4,76  

Q  Jasa 

Kesehatan 

dan Kegiatan 

Sosial  

3,28  3,75  3,79  3,52  3,48  

R,S,T,U  Jasa Lainnya  1,93  2,00  1,98  1,88  1,78  

Produk Domestik 

Regional Bruto  
100  100  100  100  100  

                         Sumber: Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2024  
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3.2.3  Pertumbuhan PDRB   

Indikator utama dalam mengukur pertumbuhan perekonomian suatu 

wilayah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada 

tahun 2014 PDRB Kota Ternate sudah menggunakan tahun dasar terbaru yaitu 

tahun 2010. Selain itu, PDRB sudah di rinci menjadi 17 sektor lapangan usaha 

yang pada perhitungan sebelumnya hanya berdasarkan 9 sektor lapangan 

usaha.   

Nilai PDRB Ternate atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 13,6 

triliun rupiah. Secara nominal PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,3 triliun 

rupiah dari tahun 2022. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya 

produksi di seluruh Lapangan Usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga 

konstan, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 8,11 triliun rupiah pada 

tahun 2022 menjadi 7,73 triliun rupiah pada tahun 2023.   

Selama lima tahun terakhir struktur perekonomian Kota Ternate didominasi oleh 

lima kategori Lapangan Usaha, yaitu: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; dan 

Jasa Keuangan dan Asuransi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing 

Lapangan Usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Ternate.  

Tabel 3.2.3  

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku  Kota Ternate 

Tahun 2019-2023 (juta rupiah)  

 

Lapa

ngan 

Usah

a  

2019  2020  2021  2022**  2023**  

Pertan

ian,  

Kehut

anan 

dan 

Perika

nan  

404.980,5  430.481,8  469.057,1  524.261,2  602.304,6  
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Perta

mbang

an dan 

Pengg

alian   

7.721,3  7.974,3  8.132,3  9.321,9  10.197,1  

Industr

i  

Pengol

ahan  

308.752,7  283.066,6  256.037,6  281.850,8  312.126,3  

Penga

daan 

Listrik 

dan 

Gas  

14.742,8  15.537,8  16.658,1  8.375,0  19.338,2  

Penga

daan 

Air,  

Pengel

olaan 

Samp

ah, 

Limba

h dan 

Daur 

Ulang  

7.233,3  7.835,6  8.291,6  8.840,8  9.382,2  

Konstr

uksi  

743.424,3  767.125,5  821.100,3  916.032,6  974.017,2  

Perda

ganga

n  

Besar 

dan 

Eceran, 

Repara

si Mobil 

dan 

Sepeda 

Motor  

2.822.481,8  2.610.537,5  2.696.017,6  3.068.406,5  3.545.299,0  

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

Transp

ortasi 

dan 

Pergu

danga

n  

1.772.048,4  1.378.134,2  1.407.637,2  1.822.963,6  2.157.637,6  

Lapa

ngan 

Usah

a  

2019  2020  2021  2022**  2023**  

Penye

diaan  

Akomo

dasi 

dan  

Makan 

Minum  

115.068,5  108.643,7  114.836,5  121.823,0  125.784,4  

Inform

asi 

dan 

Komu

nikasi  

804.823,1  862.823,2  939.400,2  1. .021.502,3  1.084.018,6  

Jasa 

Keuan

gan 

dan 

Asura

nsi  

709.227,6  770.638,4  888.898,5  996.771,6  1.059.564,1  

Real 

Estate  

24.591,5  23.585,6  24.230,3  25.300,2  27.838,4  

Jasa 

Perus

ahaan  

79.200,3  78.750,1  87.263,6  99.102,2  105.533,2  
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Admini

strasi  

Pemer

intaha

n,  

Pertah

anan 

dan  

Jamin

an 

Sosial  

Wajib  

1.740.831,1  1.987.044,2  2.023.329,6  2.135.534,6  2.271.212,9  

Jasa 

Pendi

dikan  

523.633,2  555.517,4  576.234,4  599.521,6  651.543,6  

Jasa 

Keseh

atan 

dan 

Kegiat

an 

Sosial  

348.276,4  393.130,2  415.714,2  433.200,5  476.206,8  

Jasa 

Lainny

a  

205.212,7  209.373,4  217.331,2  231.200,3  242.868,3  

TOTAL  10.632.24

9,6  

10.480.19

9,7  

10.970.17

0,5  

12.314.00

8,6  

13.674.8

72,5  
                    

                         Sumber: Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2024 

 
Tabel 3.2.3.1  

      PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan   

                            Kota Ternate Tahun 2019-2023 (juta rupiah)  

  

Lapangan 

Usaha  

2019  2020  2021  2022**  2023**  

Pertanian,  

Kehutanan 

dan Perikanan  

245.396,8  256.969,2  269.521,3  278.738,6  290.858,7  
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Pertambangan 

dan 

Penggalian   

4.950,7  4.944,4  4.949,3  5.315,6  5.594,3  

Industri 

Pengolahan  

228.243,5  210.982,5  188.463,3  195.471,7  201.828,7  

Pengadaan 

 Listrik 

dan Gas  

11.135,1  11.607,4  12.426,7  13.162,0  13.783,4  

Pengadaan 

Air,  

Pengelolaan 

Sampah,  

Limbah dan 

Daur  

Ulang  

5.718,5  6.170,2  6.502,3  6.777,8  7.008,2  

Konstruksi  507.542,3  515.041,4  524.426,5  543.500,3  556.268,4  

Perdagangan 
Besar dan 
Eceran, 
Reparasi  
Mobil dan 

Sepeda  

Motor  

1.933.010,8  1.760.408,0  1.784.912,5  1.896.025,0  2.099.364,8  

Transportasi 

dan 

Pergudangan  

1.120.308,7  887.799,8  887.922,9  1.033.561,9  1.103.995,5  

Penyediaan  

Akomodasi 

dan  

Makan Minum  

82.031,0  77.499,6  81.376,7  84.198,0  85.211,3  

Informasi dan 

Komunikasi  
704.550,4  774.760,4  839.013,0  896.512,8  908.715,1  

Jasa 

Keuangan dan 

Asuransi  

471.996,7  513.972,8  563.222,3  575.828,3  601.213,0  

Real Estate  17.569,5  16.689,8  17.082,3  17.317,4  18.431,1  

Jasa 

Perusahaan  

57.465,3  55.360,2  60.516,4  63.545,8  64.185,6  
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Administrasi  

Pemerintahan,  

Pertahanan 

dan  

Jaminan 

Sosial Wajib  

1.164.062,4  1.309.930,4  1.328.332,1  1.332.471,6  1.350.021,1  

Jasa 

Pendidikan  

325.215,7  336.759,1  338.852,8  345.750,8  354.065,1  

Jasa 

Kesehatan 

dan Kegiatan 

Sosial  

244.264,3  265.240,5  275.432,5  277.513,9  288.489,1  

Jasa Lainnya  151.442,5  154.496,5  158.372,3  165.232,0  168.571,3  

TOTAL  7.274.904,2  7.158.132,1  7.341.325,4  7.730.923,5  8.117.604,8  
 

                             Sumber: Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2024 

 

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh kenaikan produksi barang 

dan jasa pada suatu wilayah tersebut pada tahun tertentu.  Jika kenaikan 

produksi barang dan jasa pada tahun tertentu lebih tinggi dari tahun sebelumnya 

maka dikatakan terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah digunakan data PDRB harga konstan, hal 

ini untuk menghindari terjadinya perubahan harga.  

 

3.2.4.  Laju Inflasi  

Secara teoritis, pengertian inflasi merujuk pada perubahan tingkat harga 

suatu barang dan jasa yang pada umumnya terjadi secara terus menerus. Inflasi 

di dunia ekonomi modern sangat memberatkan masyarakat. Hal ini dikarenakan 

inflasi dapat mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktivitas ekonomi 

investasi, kenaikan biaya modal, dan ketidakjelasan ongkos serta pendapatan di 

masa yang akan datang. Keberadaan permasalahan inflasi dan tidak stabilnya 

sektor riil dari waktu ke waktu senantiasa menjadi perhatian sebuah rezim 

pemerintahan yang berkuasa serta otoritas moneter. Lebih dari itu, ada 

kecenderungan inflasi dipandang  sebagai permasalahan  yang  senantiasa  akan    
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terjadi. Hal ini tercermin dari kebijakan otoritas moneter dalam menjaga tingkat 

inflasi. Setiap tahunnya otoritas moneter senantiasa menargetkan bahwa tingkat 

inflasi harus diturunkan menjadi satu digit atau inflasi moderat.  

Upaya stabilisasi harga saat ini memiliki tantangan yang cukup berat, tidak hanya 

pengendalian di sisi moneter namun diperlukan pula berbagai dukungan kebijakan 

di bidang fiskal. Secara umum, inflasi yang terjadi di Indonesia lebih disebabkan 

permasalahan struktural yang membutuhkan koordinasi kebijakan, misalnya 

rentannya produksi pangan terhadap kondisi cuaca, struktur pasar dan berbagai 

masalah lainnya. Khusus untuk wilayah Maluku Utara, permasalahan infrastruktur, 

saluran distribusi dan kondisi geografis yang sulit menjadi faktor dominan dalam 

pengendalian inflasi.  

Terjadinya inflasi dapat mendistorsi harga-harga relatif, tingkat pajak, suku bunga 

riil, pendapatan masyarakat akan terganggu, mendorong investasi yang keliru, dan 

menurunkan moral. Maka dari itu, mengatasi inflasi merupakan sasaran utama 

kebijakan moneter. Pengaruh inflasi cukup besar pada kehidupan ekonomi, inflasi 

merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapat perhatian para 

ekonom, pemerintah, maupun masyarakat umum. Berbagai teori, pendekatan dan 

kebijakan dikembangkan supaya inflasi dapat dikendalikan sesuai dengan yang 

diinginkan.  

Tingginya pendapatan perkapita masyarakat Ternate, terkadang juga menjadi 

masalah perekonomian di Kota Ternate, salah satunya adalah inflasi. Pendapatan 

masyarakat yang tinggi, secara langsung berdampak pada meningkatnya 

kemampuan masyarakat untuk konsumsi barang dan jasa. Terkadang, tingginya 

tingkat konsumsi masyarakat Kota Ternate tidak diimbangi dengan persediaan 

barang dan jasa yang dikonsumsi akan berdampak pada kenaikan harga barang 

dan jasa tersebut. Kenaikan harga-harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh 

masyarakat menyebabkan terjadinya inflasi.  

Menurut konsep BPS, inflasi merupakan naiknya harga barang dan jasa secara 

umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak 

dapat  disebut  inflasi,   kecuali  bila  naiknya  bersifat  meluas  atau  berpengaruh  
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terhadap kenaikan barang lainnya. Selain itu, kenaikan harga barang dan jasa juga 

dapat menyebabkan mata uang rupiah terdepresiasi (penurunan nilai riil mata 

uang). Dengan demikian, inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata 

uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Besarnya inflasi suatu daerah 

dapat digambarkan dengan perkembangan indeks harga implisit PDRB 

(perbandingan harga berlaku dengan harga konstan) setiap tahun dan Indeks 

Harga Konsumen (IHK).  

Kenaikan barang dan jasa di Kota Ternate pada tahun 2023 masih berada pada 

level satu digit sama seperti tahun sebelumnya. Inflasi pada tahun 2023 mencapai 

angka 4,41 persen, angka ini lebih tinggi dari tahun 2022 yaitu sebesar 3,37 

persen. Angka inflasi tahunan Kota Ternate ini lebih tinggi dibanding inflasi 

nasional yaitusebesar 2,61 persen. Kenaikan inflasi tahunan tersebut dominan 

dipicu oleh inflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 7,94 persen, 

kelompok transportasi sebesar 7,32 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa 

lainnya sebesar 6,47 persen, dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau 

sebesar 5,27 persen. Kenaikan harga yang terjadi pada beberapa komoditas 

antara lain: beras, angkutan udara, angkutan laut, bahan bakar rumah tangga, 

cabai rawit, cabai merah, dan rokok kretek filter. Jika dilihat per kelompok 

komoditas, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi 

tertinggi pada bulan Februari sebesar 4,51 persen. Kelompok Pakaian dan Alas 

Kaki mengalami inflasi tertinggi pada bulan April sebesar 6,62 persen. Kelompok 

Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah tangga mengalami inflasi 

tertinggi di bulan Juli sebesar 0,57 persen. Kelompok Perlengkapan, Peralatan, 

dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga mengalami inflasi tertinggi pada bulan 

Oktober sebesar 1,21 persen. Kelompok Kesehatan mengalami inflasi tertinggi 

pada bulan April sebesar 1,04 persen. Kelompok Transportasi mengalami inflasi 

tertinggi pada bulan Juli sebesar 4,36 persen. Kelompok Informasi, Komunikasi, 

dan Jasa Keuangan mengalami inflasi tertinggi pada bulan September sebesar 

0,01 persen. Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya mengalami inflasi 

tertinggi pada bulan Juni sebesar 1,07 persen.  Kelompok Pendidikan  mengalami  
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inflasi tertinggi pada bulan Agustus sebesar 2,12 persen. Kelompok Penyedia 

Makanan dan Minuman/Restoran mengalami inflasi tertinggi pada bulan Juni 

sebesar 1,84 persen. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mengalami 

inflasi tertinggi pada bulan Oktober sebesar 2,07 persen. 

   

Tabel 3.2.4  

Indeks Harga Konsumen (IHK)dan  Inflasi (year on year) Kota Ternate 

Menurut Kelompok Pengeluaran, Desember 2023  

 Bulan  IHK  Inflasi  

  Umum  117,18  4,41  

1  Makanan, Minuman, dan 

Tembakau  

128,95  5,27  

2  Pakaian dan Alas Kaki  111,18  7,94  

3  
Perumahan, Air, Listrik, dan 

Bahan Bakar Rumah tangga  
104,85  1,85  

4  

Perlengkapan, Peralatan, dan  

Pemeliharaan Rutin Rumah 

Tangga  

112,30  1,82  

5  Kesehatan  106,17  162  

6  Transportasi  131,09  7,32  

7  Informasi, Komunikasi, dan Jasa 

Keuangan   

100,03  0,01  

8  Rekreasi, Olahraga, dan Budaya  102,12  1,49  

9  Pendidikan  103,18  3,96  

10  
Penyedia Makanan dan 

Minuman/Restoran  
106,76  3,73  

11  Perawatan Pribadi dan Jasa 

Lainnya  

119,29  6,47  

                           Sumber: Inflasi Kota Ternate, 2023  
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Tabel 3.2.4.1  

Indeks Inflasi Kota Ternate dan Nasional Menurut   

Bulan (2018=100) Tahun 2022-2023  

  

 

Bulan  

2022  2023  

Kota 

Ternate  

Nasional  Kota 

Ternate  

Nasional  

1  Januari  -0,22  0,56  0,10  0,34  

2  Februari  - 1,11  - 0,02  1,85  0,16  

3  Maret  0,34  0,66  -1,26  0,18  

4  April  0,82  0,95  1,32  0,33  

5  Mei  0,27  0,40  0,34  0,09  

6  Juni  0,33  0,61  0,01  0,14  

7  Juli   1,82  0,64  0,30  0,21  

8  Agustus  -0,24  -0,21  0,26  -0,02  

9  September  0,51  1,17  -0,42  0,19  

10  Oktober   -0,49  -0,11  0,43  0,17  

11  November  0,19  0,09  -0,20  0,38  

12  Desember  1,14  0,66  1,64  0,41  

                             Sumber: Inflasi Kota Ternate, 2023  

 

3.2.5. Indeks Pembangunan Manusia 

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan 

melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan 

capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dengan melihat 

perkembangan nilai IPM Kota Ternate setiap tahun, menunjukkan kemajuan yang 

dicapai Kota Ternate dalam pembangunan manusia sangat signifikan. Indeks 

pembangunan manusia (IPM) merupakan suatu ukuran kualitas pembangunan 

manusia.Berdasarkan konsep BPS, IPM dibangun melalui pendekatan tiga 

dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; 

pengetahuan; kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut kemudian dijabarkan 

kedalam 4 (empat) indikator, yakni angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, 

harapan lama sekolah, dan paritas daya beli.  
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IPM Kota Ternate tahun 2023 adalah sebesar 81,79 lebih tinggi di bandingkan 

tahun sebelumnya tahun 2022 sebesar 81,28 atau naik sebesar 0,51 poin. Jika 

diamati, angka IPM Kota Ternate terus meningkat dari tahun 2019 sampai 2023. 

Tercatat IPM Kota Ternate tahun 2019 sebesar 80,03 dan terus meningkat hingga 

tahun 2023 angka IPM Kota Ternate menjadi 8179. Bila dilihat dalam lingkup 

Provinsi Maluku Utara, IPM Kota Ternate masih menduduki posisi pertama selama 

lima tahun terakhir dibandingkan IPM kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. 

Bahkan IPM Kota Ternate lebih tinggi dibanding IPM Provinsi Maluku Utara. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota Ternate lebih maju dibidang pendidikan, 

kesehatan maupun ekonomi dari kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku Utara. 

Dengan kata lain, Pemerintah Kota Ternate telah berhasil menjadikan masyarakat 

Kota Ternate menjadi masyarakat yang berkualitas.  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ternate sepanjang kurun waktu 5 

(lima) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel 

di bawah ini.   

  

                                              Tabel 3.2.5  

                         Indeks Pembangunan Manusia (IPM)   

                              Kota Ternate Tahun 2019-2023  

  

IPM Kota 

Ternate  

2019  2020  2021  2022  2023  

80,03  80,32  80,63  81,28  81,79  

              Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2024  
 

3.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Kemajuan perekonomian suatu daerah ditandai pula dengan kemampuan 

pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja baru, karena salah satu indikator 

sosial untuk mengukur keberhasilan dalam hal kesejahteraan penduduk adalah 

indikator ketenagakerjaan. Permasalahan penting dalam bidang 

ketenagakerjaan selain keadaan tenaga kerja dan struktur ketenagakerjaan 

adalah masalah pengangguran yang selama ini dihadapi. Dari sisi ekonomi, 

pengangguran  merupakan  produk  dari  ketidakmampuan  pasar  tenaga  kerja  
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dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja 

yang relatif terbatas tidak mampu menyerap pencari kerja yang senantiasa 

bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.  

Pada tahun 2022, TPT Kota Ternate sebesar 5,77 persen meningkat menjadi 

6,62 di tahun 2023. Angka ini memiliki makna bahwa dari 100 penduduk 

angkatan kerja, terdapat 6,62 penduduk atau sekitar 6-7 penduduk yang 

menganggur. Sementara itu TPAK kota ternate di tahun 2023 sebesar 58,9 

persen dan ditahun 2022 sebesar 57,15 persen. Untuk lebih jelas perkembangan 

dapat dilihat di gambar di bawah.  

 

Gambar 3.2.6  

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Ternate dan                                                 

Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023  

 

      Sumber: BPS Kota Ternate, 2024   
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Gambar 3.2.6.1  

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Ternate dan Provinsi 

Maluku Utara Tahun 2019-2023  

 

 

 

             Sumber: Provinsi Maluku Utara dalam Angka 2024   

  

3.2.7.  Lain-Lain Asumsi 

Dalam rangka konsistensi dan keselarasan program-program Pemerintah 

Pusat dan Daerah, maka disampaikan beberapa asumsi lain yang mendasari 

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 antara lain : 

a. Kewajiban pemenuhan belanja yang bersifat mandatory spending antara lain 

pemenuhan anggaran fungsi Pendidikan dengan minimal 20 %, anggaran 

Kesehatan minimal 10 %, anggaran infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 

% serta alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi; 

b. Pola dan program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran 

secara terpadu dan berkelanjutan; 

c. Meningkatkan inovasi bagi SKPD melalui program dan kegiatan yang 

kolaboratif dan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dan 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

d. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan diberbagai bidang seperti 

infrastruktur, sarana dan praranan aparatur dan pola kemitraan secara 

komprehensif dan berkelanjutan 

 

 



41 
 

Dengan memperhatikan tren, tantangan dan daya dukung yang ada di Kota 

Ternate serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Maluku 

Utara Tahun 2025 maka prospek perekonomian daerah Kota Ternate adalah 

sebagai berikut:  

• Pertumbuhan ekonomi Kota Ternate Tahun 2025 ditargetkan antara 7,28 –

%.   

• Sedangkan tingkat inflasi tahun 2025 ditargetkan akan berada di kisaran 2,00 

% dengan asumsi Pemerintah Kota Ternate mampu menjaga harga komoditas 

dasar di tingkat domestik.   

• Nilai Investasi. Fokus iklim berinvestasi dengan upaya meningkatkan 

Kerjasama antar daerah dan memberikan kenyamanan iklim berinvetasi dalam 

hal keamanan diharapkan target Investasi tahun anggaran 2025 berada pada 

angka 70 % 

• Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara 

kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian 

yang memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan, maka 

Angka Kemiskinan 2024 ditargetkan turun menjadi 2,4 %.   

• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tahun 2025 ditargetkan 4,83 %. 
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BAB IV 
 

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 
   

4.1.  Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk  

Tahun Anggaran 2025   

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik 

akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan 

program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat menjalankan 

fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. 

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui kinerja pendapatan daerah. 

Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan daerah 

dihitung dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat 

penyusunan rencana target pendapatan daerah, meliputi asumsi kondisi dan 

perkembangan ekonomi makro, kebijakan fiskal nasional yang mempengaruhi 

penerimaan pendapatan daerah, kondisi perkembangan ekonomi daerah serta 

potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun 

sebelumnya. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum 

pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan 

kapasitas fiskal daerah.  Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan 

efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber 

pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan 

dan kepatutan,  serta  kemampuan  masyarakat.   Hal Ini  dimaksudkan  untuk  terus  
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meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD 

sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah.   

Kebijakan perencanaan anggaran pendapatan Kota Ternate mengacu kepada 

kebijakan keuangan daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah 2025. Kebijakan Pemerintah Kota Ternate dalam penetapan 

target anggaran pendapatan tahun 2025, juga disesuaikan dengan perkembangan 

kondisi internal dan ekternal pada Pemerintah Daerah. Kondisi eksternal khususnya 

perkembangan dan kondisi perekonomian nasional pada tahun berjalan dan yang 

akan datang. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah 

yaitu sebagai berikut:  

4.1.1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah  

Kebijakan umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggara 2025 

adalah mengoptimalkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah melalui :  

a. Pendapatan Asli Daerah  

1) Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber-

sumber pendapatan daerah melalui :  

(a) Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama  

dengan pihak ketiga.  

(b) Identifikasi, inventerisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan 

baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD.  

(c) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun 

retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan 

prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, 

rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya 

ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber 

pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau 

industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang 

memberatkan dunia usaha serta masyarakat.   
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(d) Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak 

daerah, restribusi daerah, lain-lain PAD yang sah sehingga 

mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan 

daerah.  

(e) Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek 

pajak (PBB dan pajak lainnya).  

(f) Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil 

dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.   

2) Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib 

retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan 

meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan 

/mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil 

Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.  

3) Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan 

retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan 

monitoring langsung oleh petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerah (BP2RD) pada sektor-sektor penghasil.  

4) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan 

transparan.  

5) Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan 

sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola 

pajak dan retribusi daerah.   

6) Peningkatan SDM dan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat 

teknis dan fungsional bagi petugas pajak.  

7) Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan 

penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum 

terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran 

Peraturan Daerah;  
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8) Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola 

keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan 

utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan 

pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif 

dan efisien.  

   

4.1.2.  Kebijakan Dana Transfer   

Pendapatan Transfer adalah Dana yang berseumber dari Pemerintah 

Pusat dan pemerintah daerah lainnya.Kebijakan penetapan Pendapatan 

dana transfer mengikuti kebijakan pemerintah sebagai berikut : 

a. Kebijakan penetapan target pendapatan DBH-Pusat mengikuti 

kebijakan Pemerintah Pusat. Pendapatan DBH-Pusat dianggarkan 

sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai 

Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri 

Keuangan atau informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal 

Kementerian Keuangan. Dalam hal alokasi pendapatan dana transfer 

dimaksud belum ditetapkan sampai jadwal penyusunan rancangan 

kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara, maka 

penganggaran DBH-pajak memperhatikan kemungkinan realisasi 

penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan 

mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir. 

b. Kebijakan penetapan target pendapatan DAU mengikuti kebijakan 

Pemerintah Pusat. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat 

dianggarkan sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan 

Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau 

Peraturan Menteri Keuangan atau informasi resmi yang 

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. 

c. Kebijakan penetapan target pendapatan DBH Provinsi mengikuti 

kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan dianggarkan sesuai 

dengan alokasi yang ditetapkan dalam APBD Provinsi Maluku Utara. 

 

 



46 
 

d. Kebijakan penetapan target pendapatan DAK dan DID mengikuti 

kebijakan Pemerintah Pusat. Pendapatan transfer DAK dan DID 

dianggarkan sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan 

Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau 

Peraturan Menteri Keuangan atau informasi resmi yang 

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal 

informasi resmi ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun 

Anggaran 2025 ditetapkan, maka pendapatan transfer dimaksud akan 

dianggarkan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD 

Tahun Anggaran 2025. 

e. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana 

BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan 

biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan 

Pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah yang 

bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. Kebijakan Pendapatan 

dana transfer BOS berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi 

yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri pendidikan. Apabila 

penerima dan jumlah Dana BOS sebagaimana dimaksud belum 

ditetapkan sampai jadwal penyampaian rancangan kebijakan umum 

anggaran dan plafon anggaran sementara, penyusunan perencanaan 

dan penganggaran didasarkan pada alokasi penyaluran tahun 

anggaran sebelumnya, selanjutnya dilakukan penyesuaian alokasi 

anggaran BOS melalui perubahan Perkada tentang Kebijakan Umum 

Anggaran Tahun 2025. 
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4.1.3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah   

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain 

pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kebijakan lain-lain 

pendapatan yang sah dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya  

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi dana tersebut. Dalam hal 

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana tersebut ditetapkan 

setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka 

dana dimaksud akan dianggarkan melalui perubahan penjabaran APBD 

Tahun Anggaran 2025. 

 

4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2025   

Mengacu pada kinerja perekonomian daerah Kota Ternate yang diperkirakan 

akan mengalami pertumbuhan lebih baik dan kinerja pendapatan daerah tiga tahun 

terakhir yakni tahun 2022-2024, maka proyeksi pendapatan daerah tahun 2025 

diperkirakan mengalami penyesuaian dibandingkan tahun 2024.  Mengacu pada 

proyeksi  sumber-sumber pendapatan daerah tersebut dan seiring dengan asumsi 

akan kembali terjadi perbaikan perekonomian nasional dan provinsi Maluku Utara 

pada tahun 2025, maka dalam rangka kerangka pendanaan untuk penyusunan 

RAPBD tahun 2025 diproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar 

Rp.1.109.926.118.657,00.-   

Berdasarkan komposisi sumber-sumber pendapatan daerah, sektor Pendapatan 

Transfer masih menjadi tumpuan utama dengan proyeksi penerimaan pada tahun 

2025 sebesar Rp.954.716.118.657,00,- atau 86,02 persen dari total target 

pendapatan daerah. Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan proyeksi 

penerimaan sebesar Rp.148.210.000.000,00,- atau 13,35 persen dan Lain Lain 

Pendapatan Daerah yang Sah diperkirakan akan mencapai  sebesar 

Rp.7.000.000.000,- atau 0,63 persen. 

 

 



48 
 

Tabel 4.2. 

    

Jumlah penerimaan pendapatan diproyeksikan turun sebesar (4,09) persen dari 

target penerimaan pendapatan yang ditargetkan pada tahun anggaran 2024.   

    

a. Pendapatan Asli Daerah   

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang menjadi indikator utama tingkat kemandirian 

pembiayaan pembangunan daerah dan sekaligus menjadi ukuran kinerja 

daerah dalam meningkatkan efektivitas belanja pembangunan dalam 

menstimulasi tumbuhnya sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah. 

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) tahun 2025 penerimaan PAD diperkirakan mengalami penurunan 

target dibandingkan dengan nilai penetapan target PAD dalam APBD tahun 

2024, meskipun berdasarkan kontribusinya masih lebih kecil dibandingkan 

dengan sumber Pendapatan Transfer.   

 

 

  

Rp. %

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 1,157,293,658,771.00   1,109,926,118,657.00     (47,367,540,114.00)   (4.09)       

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD) 169,060,000,000.00      148,210,000,000.00        (20,850,000,000.00)   (12.33)     

4.1.01. Pajak Daerah 81,000,000,000.00        80,100,000,000.00          (900,000,000.00)        -1.11

4.1.02. Retribusi Daerah 38,560,000,000.00        38,610,000,000.00          50,000,000.00           0.13        

4.1.03. 5,000,000,000.00          5,000,000,000.00            -                             0.00

4.1.04. Lain-Lain PAD yang Sah 44,500,000,000.00        24,500,000,000.00          (20,000,000,000.00)   -44.94

4.2. PENDAPATAN TRANSFER 981,974,356,171.00      954,716,118,657.00        (27,258,237,514.00)   (2.78)       

4.2.01. Pendapatan Transfer Pusat 888,912,363,363.00      840,282,537,000.00        (48,629,826,363.00)   (5.47)       

4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah
93,061,992,808.00        114,433,581,657.00        21,371,588,849.00    22.96      

4.3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH 6,259,302,600.00          7,000,000,000.00            740,697,400.00         11.83

4.3.03.

Lain-Lain Pendapatan Sesuai

dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan 6,259,302,600.00          7,000,000,000.00            740,697,400.00         11.83

Jumlah Pendapatan : 1,157,293,658,771.00   1,109,926,118,657.00     (47,367,540,114.00)   (4.09)       

Sumber : BPKAD Kota Ternate Tahun 2024

Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Ternate Tahun 2025 

Kode Rek. Uraian Penetapan APBD 2024 Proyeksi APBD 2025
Bertambah/(Berkurang)
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Berdasarkan perkembangan realisasi penerimaan PAD tersebut dan 

memperhatikan target PAD yang ditetapkan dalam APBD tahun 2024 serta 

asumsi-asumsi yang mempengaruhi penerimaan PAD, maka proyeksi 

penerimaan PAD tahun 2025 berdasarkan sumbernya dapat dijelaskan 

sebagai berikut:    

(1) Pajak Daerah diproyeksikan akan mencapai sebesar 

Rp.80.100.000.000,00,-. Adapun penerimaan tersebut bersumber dari :  

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Rp. 12.000.000.000,00;  

- Bea    Perolehan     Hak    Atas   Tanah dan Bangunan                                 

Rp. 12.000.000.000,00;  

- Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp. 49.300.000.000,00   

- Pajak Reklame Rp. 3.000.000.000,00  

- Pajak Air Tanah (PAT) Rp. 800.000.000,00   

- Pajak Mineral Bukan Loga dan Bantuan (MBLB)Rp. 3.000.000.000,00   

- Pajak Sarang Burung walet Rp. 0,00  

(2) Penerimaan dari Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar 

Rp.38.610.000.000. Adapun sumber utamanya adalah sebagai berikut :  

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp. 350.000.000,00;    

- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebrsihan Rp.6.000.000.000,00 

- Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 6.000.000.000,00   

- Retribusi Pelayanan Pasar Rp.200.000.000   

- Retribusi Penyedia Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, 

Pertokoan dan Tempat Kegiatan Lainnya Rp. 13.500.000.000,00; 

- Retribusi Penyedia Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan 

Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkup Temat 

Pelelangan Rp. 300.000.000,00 

- Retribusi Penyedia Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan         

Rp. 1.000.000.000,00 

- Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Rp. 200.000.000,00 

- Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Rp.250.000.000,00 
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- Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olah Raga 

Rp.750.000.000,00 

- Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan 

Menggunakan Kendaraan di atas Air Rp.500.000.000,00 

- Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Rp. 

10.000.000 

- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah/Optimalisasi Aset Daerah Rp. 

7.000.000.000 

- Persetujuan Bangun Gedung Rp.2.500.000.000,00 

- Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Rp.50.000.000,00 

(3) Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah diproyeksikan 

menjadi sebesar Rp. 5.000.000.000,00   

(4) Sektor Lain-lain PAD yang Sah diproyeksikan sama dengan tahun lalu 

yakni sebesar   Rp.24.500.000.000,00,- 

b. Pendapatan Transfer   

Penerimaan dari Pendapatan Transfer masih mejadi penopang utama 

Pendapatan Daerah Kota Ternate dengan proporsi masih mencapai lebih 

dari 86,02 persen. Dalam rangka penyusunan Rancangan APBD tahun 

2025, sumber Pendapatan Daerah dari Pendapatan Transfer disesuaikan 

dengan TKDD tahun anggaran 2024 yakni sebesar Rp. 840.282.537.000 

setelah dikurangi dana kurang bayar yang masuk pada tahun anggaran 

2024  sebesar (Rp. 48.629.826.363) sehingga targetnya turun sebesar  5,47 

persen..   

 Berdasarkan  sumber-sumbernya,  proyeksi  penerimaan  

Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:  

1. Transfer pemerintah pusat ditargetkan mencapai 

Rp.840.282.537.000,00 

2. Transfer antar daerah ditargetkan sebesar Rp.114.433.581.657,00 
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c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah   

Penerimaan pendapatan yang bersumber dari lain‐lain pendapatan 

daerah yang sah, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar                                  

Rp. 7.000.000.000,- proyeksi ini dibuat atas dasar pertimbangan alokasi 

lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.   
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BAB V 

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH  

   

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah   

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan 

Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, serta 

Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas 

pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, belanja daerah digunakan 

untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan 

daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan 

pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan 

pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar 

pelayanan minimal  

serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan belanja daerah untuk 

urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, serta 

belanja daerah untuk urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada standar 

harga satuan regional.    

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah 

adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu 

diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan 

ketentuan  peraturan  perundang-undangan  diakui  sebagai  pengurang  ekuitas  
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yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah 

dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja 

Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.    

Arah kebijakan belanja tahun 2025 yang merupakan tahun keempat dari 

periode RPJMD 2021-2026 dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017  tentang tata cara perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, dijelaskan bahwa penyusunan RKPD tahun 2025 disamping 

berpedoman pada RKP dan program strategis nasional dan berpedoman pada 

RKPD provinsi, juga harus sudah mengakomodasi kebijakan-kebijakan yang 

menjadi arahan dalam visi dan misi kepala daerah . Sejalan dengan ketentuan 

tersebut maka kebijakan belanja daerah tahun 2025 secara umum akan 

disesuaikan dengan penjabaran visi pembangunan “Mewujudkan Kota Ternate 

yang Mandiri dan Berkeadilan”. Pemerintah Daerah berharap bahwa Rencana  

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 menjadi momentum 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan semakin adil sehingga jangka 

panjang akan dilakukan reformasi penganggaran dan budgeting system. Untuk 

itu, dalam RKPD 2025 ditetapkan tema “Pelestarian Cagar Budaya dan Entitas 

Keragaman Sosial Budaya serta Mitigasi Kebencanaan untuk Pengembangan 

Ruang Kota Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan”. Pemerintah daerah juga 

berharap agar fokus pada prioritas daerah dan membangun sinergi antara APBN 

dan APBD. 

Prioritas kebijakan belanja daerah diarahkan untuk penyelenggaraan 

urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta 

penyelenggaraan urusan pendukung urusan pemerintahan dengan sasaran 

utama  melindungi   dan   meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat   yang  
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diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, 

fasilitas sosial dan fasilitas umum. Oleh karena itu kebijakan belanja daerah tahun 

2025 diarahkan pada ; 

1. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2025 yang 

tercantum dalam RKPD Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari RPJMD 

Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan dukungan terhadap target 

pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan 

kewenangan daerah.  

2. Belanja daerah disusun dengan memperhatikan target pencapaian RPJMD 

Tahun 2021-2026. dengan upaya untuk meningkatkan belanja yang 

berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyrakat serta 

penyelesaian permasalahan perkotaan yang ada. 

3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang 

berorientasi kepada pencapaian indikator kinerja yang direncanakan untuk 

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas 

efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 

4. Belanja daerah diarahkan agar lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi 

produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. pelayanan publik. pertumbuhan ekonomi daerah.  

5. Dana DAK yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota 

Ternate dan belum seluruhnya direalisasikan akan dianggarkan kembali dalam 

APBD Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai. sisa DAK dimaksud 

dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menambah 

volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang sama 

dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai 

prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran 

sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2023.  
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b. Apabila target kinerja kegiatan DAK belum tercapai. sisa DAK dimaksud 

dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendanai kegiatan 

yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan 

menggunakan petunjuk teknis yang berlaku sesuai ketentuan. 

6. Memenuhi alokasi belanja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, serta mendukung kebijakan pemerintah pusat yakni anggaran 

Pendidikan 20%, anggaran Kesehatan 10%, anggaran APIP 0,75%, Belanja 

Pelatihan 0,16 % Belanja Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dan belanja 

infrastruktur 40%.   

7. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk :   

a. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk 

pengamanan pemilihan umum;   

b. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka 

pembangunan modal sosial;  

Dalam rangka mendukung kebijakan belanja daerah dan permasalahan 

pembangunan prioritas yang membutuhkan penanganan, serta perhitungan 

perkiraan penerimaan pendapatan daerah sebagaimana telah diuraikan 

sebelumnya, maka alokasi anggaran belanja daerah tahun 2025 diproyeksikan 

sebesar Rp1.106.926.118.657,-. dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja 

daerah tahun 2024 sebesar Rp. 1.154.293.658.771 berkurang sebesar              

Rp. (47.367.540.114.00) atau turun 4,10 %. Adapun belanja daerah Kota Ternate 

dapat dirinci sebagai berikut: 
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                                                    Tabel.5.1 

 

5.2.  Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja 

tidak terduga   

Sejalan dengan kebijakan umum belanja daerah tersebut, pada tahun 2025 

Pengurangan besaran belanja ini merupakan penyesuaian terhadap rencana 

pendapatan tahun 2025 yang juga diproyeksikan mengalami penurunan 

dibandingkan dengan penetapan tahun 2024. 
 

5.2.1. Kebijakan Belanja Operasi   

Kebijakan pengalokasian belanja operasi pada tahun 2025 ditujukan 

untuk penyediaan enam pos belanja; belanja pegawai, belanja barang dan 

jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan bantuan sosial. Alokasi belanja 

operasi ini merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari 

Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang 

diproyeksikan mencapai Rp.947.531.581.457,-. Secara umum kebijakan 

alokasi anggaran pada pos-pos belanja tersebut adalah sebagai berikut:   

 

Rp. %

1 2 3 4 5 6

5. BELANJA 1,154,293,658,771.00   1,106,926,118,657.00    (47,367,540,114.00)     (4.10)   

5.1. BELANJA OPERASI 1,008,454,189,285.00   947,531,581,457.00       (60,922,607,828.00)     (6.04)   

5.1.01. Belanja Pegawai 533,127,870,622.00      556,983,687,457.00       23855816835.00 4.47

5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 421,670,318,663.00      378,931,394,000.00       (42,738,924,663.00)     (10.14) 

5.1.05. Belanja Hibah 52,332,000,000.00        10,292,500,000.00         (42,039,500,000.00)     (80.33) 

5.1.06. Belanja Bantuan Sosial 1,324,000,000.00          1,324,000,000.00           0.00 0.00

5.2. BELANJA MODAL 140,839,469,486.00      139,394,537,200.00       (1,444,932,286.00)       (1.03)   

5.2.01. Belanja Modal Tanah 3,453,405,000.00          5,000,000,000.00           1,546,595,000.00         100.00

5.2.02. Belanja Modal Peralatan Mesin 15,022,587,312.00        16,031,212,800.00         1,008,625,488.00         6.71     

5.2.03.

Belanja Modal Gedung dan

Bangunan 53,786,824,474.00        52,286,824,400.00         (1,500,000,074.00)       (2.79)   

5.2.04.

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan

Irigasi 67,649,638,000.00        65,149,500,000.00         (2,500,138,000.00)       (3.70)   

5.2.05. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 182,014,700.00             175,000,000.00              -7014700.00 (3.85)   

5.2.06. Belanja Modal Aset Lainnya 745,000,000.00             752,000,000.00              7000000.00 0.94

5.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 5,000,000,000.00          20,000,000,000.00         15,000,000,000.00       300.00

5.3.01. Belanja Tidak Terduga 5,000,000,000.00          20,000,000,000.00         15,000,000,000.00       300.00

Jumlah Belanja : 1,154,293,658,771.00   1,106,926,118,657.00    (47,367,540,114.00)     (4.10)   

Sumber : BPKAD Kota Ternate Tahun 2024

Kode Rek. Uraian Penetapan APBD 2024 Proyeksi APBD 2025

Rencana Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2025

Bertambah/(Berkurang)
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a. Belanja Pegawai   

Pos belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp.555.873.687,457,00.- 

atau 50,22% persen dari total Belanja Operasi, dan merupakan pos 

belanja yang dianggarkan untuk gaji bagi Kepala Daerah/wakil Kepala 

Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.   

Penganggaran gaji dan tunjangan PNSD Pemerintah Kota Ternate 

dihitung untuk kebutuhan satu tahun berdasarkan pada realisasi Gaji 

PNSD bulan Juni  Tahun 2024, kemudian ditambahkan acress sebesar 

2,5 % dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, 

sebagai antisipasi untuk kenaikan  gaji  berkala,  kenaikan pangkat, 

tambahan tunjangan  keluarga  dan mutasi pegawai serta ditambahkan, 

perpindahan PNSD dari luar Pemda Kota Ternate, (dengan  asumsi  

Dana  Alokasi  Umum  TA  2025  sama  dengan  TA 2024. Belanja 

pegawai tersebut dianggarkan sebagai berikut:    

1) Penganggaran tambahan penghasilan pegawai dialokasikan dalam 

rangka peningkatan disiplin kerja, peningkatan kinerja dan 

peningkatan kesejahteraan Pegawai (baik untuk pejabat 

struktural/fungsional);   

2) Penganggaran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan 

Jaminan Kematian sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku.   

3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 

dialokasikan untuk setiap pengelola keuangan di SKPD. Dimana 

pelaksanaannya diatur dalam peraturan Wali Kota Ternate.   

4) Insentif  Pemungutan Pajak  Daerah dialokasikan sesuai peraturan 

yang berlaku.   

Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain untuk pimpinan 

dan anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan 

pada Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2007 tentang  Kedudukan  
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Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Penganggaran tersebut juga didasarkan pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan 

Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional;   

5) Penganggaran   belanja   Wali Kota   dan   Wakil   Wali Kota   

didasarkan   pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah. Untuk besaran belanja penunjang operasional Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan 

Asli Daerah.   

 

b. Belanja Barang dan Jasa   

Pos Belanja Barang dan Jasa dimaksudkan untuk 

menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang 

dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan 

atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang dan 

jasa tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan program, 

kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dan menjadi bagian tak 

terpisahkan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat.  Pada tahun 2025 untuk belanja barang dan jasa  

dialokasikan sebesar Rp.378.931.394.000,00.- atau berkurang 

(10,14%) dari alokasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 yakni 

sebesar Rp. 421.670.318.663  atau berkurang sebesar                                         

Rp. (42.738.924.663,00).  
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c. Belanja Hibah   

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran 

program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah 

dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas 

keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.   

 

Alokasi belanja hibah pada tahun 2025 direncanakan sebesar 

Rp.10.292.500.000,00,- jika dibandingkan dengan anggaran tahun 

2024 sebesar Rp. 52.332.000.000 terjadi pengurangan sebesar                                 

(Rp. 42.039.500.000,00) atau turun (80,33 %). Alokasi belanja hibah 

tahun anggaran 2025 , diarahkan untuk mengakomodir Hibah bidang 

Kesehatan sebesar Rp.800.000.000, hibah ke Dharma Wanita Rp. 

500.000.000, Hibah ke PKK Rp. 750.000.000, Hibah ke GOW Rp. 

75.000.000, Hibah ke KONI Rp. 1.400.000.000 , Hibah ke OKP Rp. 

326.000.000, dan  Hibah OPD Sekertariat Daerah bagian 

Kesejahteraan Rakyat Rp. 5.091.500.000 dan Hibah Ke Partai Politik  

Rp. 1.350.000.0.  

 

d. Belanja Bantuan Sosial   
 

Belanja bantuan sosial dialokasikan sebesar                                     

Rp. 1.324.000.000,- yang akan digunakan untuk menganggarkan 

belanja bantuan sosial kepada masyarakat baik bantuan sosial 

terencana maupun bantuan sosial tidak terencana.   
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5.2.2. Belanja Modal   

Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 memprioritaskan alokasi 

belanja untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan 

prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat serta stimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. 

Alokasi Belanja Modal direncanakan sebesar 

Rp.139.394.537.200,00,- yang dianggarkan melalui program, 

kegiatan dan sub kegiatan SKPD dan terdiri dari belanja modal 

tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan 

dan gedung, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, dan belanja 

modal asset tetap lainnya.   

5.2.3. Belanja Tidak Terduga   

Belanja tidak terduga tahun anggaran 2025 dialokasikan 

sebesar Rp20.000.000.000.00,- yang digunakan untuk keadaan 

darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi 

sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas 

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penetapan alokasi 

anggaran tersebut dengan mempertimbangkan kemungkinan 

adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi 

sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran 

daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian 

yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat 

serta amanat peraturan perundang-undangan.   

5.3. Selisih Pendapatan dan Belanja 

Di bawah ini merupakan rincian selisih pendapatan dan belanja daerah 

pada APBD TA 2025 sebagai berikut : 
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                                           Tabel. 5.3. 

 

Dari uraian kebijakan pendapatan dan belanja di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa APBD TA 2025 dirancang surplus yakni sebesar             

Rp. 3.000.000.000. Hal ini sudah sesuai dengan amanat Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Uraian Jumlah (RP)

1 2 3

1. Jumlah Pendapatan Daerah 1,109,926,118,657.00                        

2. Jumlah Belanja Daerah 1,106,926,118,657.00                        

Surplus/(Defisit) 3,000,000,000.00                               

Sumber : BPKAD Kota Ternate Tahun 2024

Selisih Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
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BAB. VI 

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH   

   

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, bahwa Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun 

anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan 

daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan 

pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada 

penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan 

penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun 

pemanfaatan potensi-potensi daerah.  

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi 

yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan 

pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan 

pengelolaan SiLPA dan Pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayan 

daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal 

(Investasi) pemerintah daerah.  

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang 

rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi tahun anggaran 

sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada 

tahun anggarn berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang 

direncanakan.  
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Tabel 6.1  

  

 

6.1.  Kebijakan Penerimaan Pembiayaan   

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan 

anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil 

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam rangka penyusunan APBD 

tahun 2025, berdasarkan hasil analisa dan perkiraan dan realisasi pembiayaan 

daerah pada tahun 2023, penerimaan pembiayaan tidak diproyeksikan untuk masuk 

dalam APBD tahun anggaran 2025.  

 



64 
 

                                              Tabel. 6.1.1. 

 

6.2.  Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima 

kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan 

tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja 

daerah.  

Pemerintah Kota Ternate pada tahun 2025 merencanakan alokasi 

anggaran pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 3.000.000.000. Alokasi 

ini diperuntukkan untuk penyertaan modal investasi kepada Bank BPRS Kota 

Ternate.   

 

 

  

1 2 3 4

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan

6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Anggaran Sebelumnya   0.00

6.1.02. Pencairan Dana Cadangan   

.6.1.03.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan   

0.00

6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah   0.00

6.1.05.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

0.00

6.1.06.

Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan

Perundang-Undangan 0.00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan : 0.00

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0.00

6.2.01. Pembentukan Dana Cadangan 0.00

6.2.02. Penyertaan Modal 3,000,000,000.00          

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan : 3,000,000,000.00          

Pembiayaan Netto 0.00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan
0.00 0.00

Sumber : BPKAD Kota Ternate Tahun 2024

Proyeksi Pembiayaan Tahun 2025

Kode Rek. Uraian Jumlah Anggara 2025 Dasar Hukum
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BAB VII 

STRATEGI PENCAPAIAN 

 

Dalam rangka untuk memenuhi target pendapatan tahun 2025 dibutuhkan 

strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah 

ditetapkan .   
 

7.1. Upaya-upaya Pencapaian Target Pendapatan   

Pendapatan Daerah Kota Ternate masih didominasi oleh Pendapatan 

Transfer dari Pemerintah Pusat namun kemandirian penganggaran Daerah  

harus terus diupayakan dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah. 

Dalam rangka untuk pencapaian target pendapatan daerah, upaya-upaya 

pemerintah yang dilakukan, adalah:  

 

1) Pendapatan Asli Daerah  

a) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta 

lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan  

b) Penyelenggaraan pelayanan prima melalui penguatan kapasitas SDM 

aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan sistem dan 

mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan;  

c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber 

dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan 

kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan 

retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah yang terhutang 

sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah kepada wajib pajak 

daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.  

d) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan 

konstribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah.  
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2) Pendapatan Transfer  

a) Formula alokasi DBH Pajak dan DBH SDA sudah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan serta Formula alokasi DAU pada APBN sudah 

bersifat  final, sehingga Pemerintah Daerah mengupayakan untuk 

mengoptimalkan pengajuan usulan Daerah melalui Dana Alokasi 

Khusus;  

b) Penginventarisir kebutuhan daerah yang menjadi menjadi kewenangan 

daerah sesuai dengan program prioritas nasional, untuk dilakukan 

pemetaan usulan melalui mekanisme DAK;  

c) Pemerintah Daerah lebih dapat mengupayakan perolehan DID (Dana 

Insentif Daerah) dengan meningkatkan indikator kinerja pemerintah 

daerah, seperti perolehan opini WTP atas LKD sebagai pintu masuknya 

dan selanjutnya dari penilaian beberapa kategori antara lain 

Peningkatan Ekspor, Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan, Kesehatan dan 

Infrastruktur.  

d) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi 

menyesuaikan mekanisme yang diatur pada kewenangan Pemerintah 

Provinsi.  

 

7.2. Upaya-Upaya Pencapaian Target Belanja Daerah.   

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Belanja Daerah, maka 

penyusunan program dan kegiatan pembangunan tahun 2025 dilaksanakan dengan 

memperhatikan dan membangun sinergi serta singkronisasi dengan prioritas 

Pembangunan Nasional maupun Provinsi Maluku Utara. Disamping itu penyusunan 

perencanaan program dan kegiatan pembangunan juga berdasarkan hasil evaluasi 

pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.   

Dalam lingkup Pemerintah Daerah Kota Ternate, pelaksanaan pembangunan 

secara umum diarahkan untuk penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan serta 

fungsi  Pemerintahan  Umum  dengan sasaran utama melindungi dan meningkatkan  
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kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan 

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai 

dengan visi dan misi   

RPJMD tahun 2021-2026. Kebijakan dan alokasi anggaran belanja diarahkan antara 

lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional 

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan 

kegiatan ekonomi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan 

memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan.   

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai 

berikut :  

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban 

daerah yang diwujudkan dalam bentuk   peningkatan      pelayanan      dasar. 

Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan 

oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan 

oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan 

tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2025.   

2. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar- benar merupakan 

prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.  

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan 

melalui perbaikan dalam sisi manajemen.  

4. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan 

kualitas barang atau jasa tersebut.  

5. Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya  tidak  

perlu atau belum menjadi prioritas. 
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